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LEMBARAN DAERAH KABUTATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI “D” NOMOR 22

PER ATIIR AN DAER AH KABIJPATEN STMATJJNGIJN
NOMOR : 12 TAHUN 2000

T E N T A N G
PEMBENTUKAN MAUJA NAGORIDIKABUPATEN

SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TITIAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

bahwa sebagai peiaksanaan pasal 104 Undang-undang nomor 22
tahun 1999 dan Pasal 42 Keputusan Mentcri Dlam Negcri Nomor 64
tahun 1999 tentang Pcdoman Umum Pcngaturan mengenai Dess
dipandang periu untuk menotapkan Pcngaturan tentang Pembentukan
Maujana
bahwa untuk maksud tersehut diataa periu dttetapkan dcngan
Peraturan Daerah Kabupaton Sirnalungun.

Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupatcn dalam hngkungan Propuun Sumatera
Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

Uudaxig-tuukuig Nuiuur 22 . Tahun 1999 tentang Pemeaintaluut
daerah ( Txmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Menimbang a.

c.

Mcngingat 1.:

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;

3.

Keputusan Presidcn Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan
Organissfli Depattemen Dalam Negeri nchagaimana teleh diuhah
teiakliii dcngan Keputusan Piesklen Nomor 27 Tahun 1999;

Keputusan Prcaiden Names* 44 tahun 1999 tentang Tchnis
Pcnyusunan Peraturan Perundang-undangan dab bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presidcn;

4.

5.

PeraUmui Menleii Dalam Negeii Nuiuur 4 laliuu 1999 tentang
Pencabutan beberapa Peraturan Menten Dalam Negeri, Keputusan
Mentcri Dalam Negeri dan Instruksi Mentcri Dalam Negeri mengenai

S tahun 1979 tentang

6.

peiaksanaan Undang-undang Nomor
Pemerintahan Desa;

Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1999 tentang
Petunjuk Peiaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan De*a dan Kehirahan;

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang
Pcdoman Umum Pcngaturan Mengenai Dcsa.

7.
*

8.
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH
K ART TPATEN STMAT .T TNGT IN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG
FEMBENTUKAN MAUJANA NAGORI DI KABUPATEN
SIMALUNGUN

Menetapkan

BAB

KERENTUAN UMIJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Ka’oupaien Simalungun

b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otcnom.

d. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mcmihki wewenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakai seiempat yang diakui daiam system Pemeriniahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten

e. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tungkat Nagori

1. Maujana adalah wadah kemasyarakatan yang terdapat dikalangan masyarakat adat
Simalungun yang terdiri dari tokoh Adat, Tokoh Mayarakat, Agama, Budaya dan merupakan
Badan Perwakiian daiam kehidupan Budaya dan Adat Istiadat.

g. Pemeriniahan Nagori adalah Kegialan Pemcrinlah yang dilaksanakan Pemerintah Nagori
dan Maujana Nagori.

h. Maujana Nagori adalah Badan Perwakiian yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat
yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagori
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meiakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Nagori

i. Kepala Nagori adalah Pangulu.

j. Tungkat Nagori adalah Unsur Staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), unsure pelaksanaan tehnis
lapangan dan unsur wilayah fcagian Nagori yaitu lluta yang dipimpin oleh Gamot yang
jumlaltnva disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.

k. Peraturan Nagori adalah struma Peraturan Nagori yang ditetapkan oieh Pangulu dan teiah
mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.

A
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I Kcputuun Panguhi adalah semua Keputusan yang mcrupakan pciataanaan dan Pcraturan
Nagori dan Panguhi pdakaanaan penydenggaraan Pemerintahan Nagori
sepanjang tidak benenumgan dengaa kopcatingan umum maupun Peramran Pcrundang-
undangan yang bcriaku.

BAB n
PEMBENTUKAN

Pwwl 7.

Tujuan Pembentukan Mauiana Nagori adalah memperkuat Pemerintahan Nagori scrta
mcrupakan wahana untuk mclaksanakan Demokrasi bcrdaaatkan Pancaaila di Nagori .

Pasal 3

(1) Pciiibcntukaii Maujaiut Nagori dcngan KeanggoUum di muayawaratifcan /diinufahaUum ulcii
Pangulu dan Pemuka-pemuka masyarakat Nagori yang bcrsangkuran

(2) Jumlah Anggota Maujana Nagori dilentukan bcrdasarkan jumlah Penduduk Nagori yang
bereangkutan dcngan ketentuon:

a. Jumlah Penduduk sampai dcngan 1500 jiwa 5 orang anggota
b. 1501 jiwa sampai dcngan 2000 jiwa 7 orang anggota.
c. 2001 jiwa lumpai dcngan 7500 jiwa 0 orang anggota
d. 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa 11 orang anggota
e. Lebih dari 3000 jiwa 13 orang anggota.

(i) Jumlah Anggota Maujana Nagori sebagaanana dimaksud daiam ayat (2) ditetapkan dalam
Keputusan Panguhi

Pawl 4

Untuk menjadi Anggota Maujana Nagori adalah Penduduk Nagori, warga Negara Rcpublik
Indonesia dcngan syarai-syarst:

a. Bertaqwa kepoda Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
c. Tidak pemah tertihat langsimg atau tidak langmmg dalam kegiatan menghianati Pancaaila

dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/FKI dan atau Organua&i teilarang laianya.
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sckolah Lai\juian Tingkat Pertama dan atau

berpengetahuan sederajat.
e. Bcrumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.
f. Sciiai Jasuioni dan Ruliaiii.

g. Nyata-nyata tidak terganggu jivva/ingatan,

h. Berkelakuan baik, jujur dan adiL
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L lidak pemah di hukum penjara ki reiia melakukan tindak pidana.
j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap.

k. Mengenal Dacrahnya dan dikenal oleh masyarakat & Nagori aetempaf.

l. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Maujana.

m. Memenuhi syarat-syarat lam yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur daiam Peraturan
Daerah.

Pasal 5

Anggota Maujana Nagori dipiiih dari calon-calon yang diajukan otch kalartgan adat, agama,
organisasi Sosial Politik gabungan protest dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB HI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNCSI

Pasal 6

(1) Maujana Nagori scbagai BaiLui PciwakHait Nagori luerupakan waliana uatuk melak&anakan
Demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) Maujana Nagori berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagori

Pasal 7

(1) Maujana Nagori mempunvai fungsi :

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagori
yang bersangkutan aepanjang menuryang pembangunan.

b. Legjslasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagori bersma-sama Pemerintah
Nagori.

c. Pengawa&an yaitu meUputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagori
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori serta Keputusan pangulu.

d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu mengangani dan menyaiurkan aspirasi yang
diterima dari amsyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang benvenang.

(2) Pelaksanaan fungsi Maujana Nagori sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) ditetapkan daiam
Petaluian Tata Tci tib Ivlaujana Nagori

A .
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Pasal 8

(1) Bentuk Kepengurusan Maujana Nagori yang tcrdiri dan :

a. Pimpinan Maujana Nagori terdiri dan Kctua dan Wakil Ketua

b. Wakil Ketua sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehanyak-hanyaknya 2 (dna)
orang sesuai dengan jumlah Anggota Maujana Nagori.

c. Pimpinan Maujana Nagori sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini
dipihh dan dan anggota Maujana Nagon secara langsung dalam rapat Maujana Nagori
yang diadakan secara khusus.

d. Rapat Pemiliham Pimpinan Maujana Nagori untuk pertama kaHnya dipimpin oleh
Anggula Ici iua dibaulu anggota tcnnuda.

(2) Dalam pclaksanaan tugasnya, Pimpinan Maujana Nagori dibantu deb Sckrctaris Maujana
Nagori.

(3) Sekretariat Maujana Nagori dipimpin oleh sekretaris Maujana Nagori dibantu oleh staf sesuai
dengan ketentuan yang diangkat oleh Pemerintah Nagori atas peraetujuan Pimpinan Maujana
Nagori dan bukan diangkat dari Tungkat Nagori.

Pasal 9

(1) Anggota Maujana Nagori berhak menenma uang sidang dengan ketentuan/kemampuan
keuangan Nagori

(2) Uang sidang Anggota Maujana Nagori sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditetapkan setiap Taliun Auggaian Pciidapatan dan Bcianja Nagoii.

Pasal 10

(1) Untuk keperiuan kegiatan Maujana Nagori disediakan biaya sesuai dengan kemampuan
keuangan Nagori yang dikelola oleh Sekretariat Maujana Nagori.

(?) Riaya sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun Anggaran
Pendapatan dan Delanja Nagori.

Pasal 11

Anggota dan Pimpinan Maujana Nagori tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Partguhi dan
Tungkat Nagori.

BAB IV
PKM1L1HAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 12

(1) Baku! Colon nama-nama anggota Maujana Nagori yang alum dipilih dan tdah memenuhi
nersyaratan sehagaimana dimaksud dalam pasal S Peraturan Daerah ini. ditetapkan menjitfl
Calon anggota Maujana Nagori dalam surat Keputusan Panguhi.

*
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(2) Nama-aama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
disampaikan kcpada yang bersangkutan.

(3) Pangulu bersama-sama dengan kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Gabungan
profesi dan unsure pemuka masyarakat mengadakan rapat musyawarah/mufakat untuk
menetapkan waktu pclaksanaan PemiHhan Calon Anggota Maujana Nagori.

Pasal 13

(1) PemiHhan Calon Anggota Maujana Nagori dilakaanakan dalam Rapat PemiHhan Anggota
Maujana Nagori yang dipimpin olch Pangulu dibantu olchSekretaris Nagori dengan dihadiri
para calon Anggota Maujana Nagori, Tungkat Nagori, Lambaga Kemasyarakatan dan
Pemuka-pcmuka masyarakat

(2) Pemilihan Calon Anggota Maujana Nagori dilaksanakan secara musyawarah/mufakat

(3) Pada saat Pemilihan Anggota Maujana Nagori dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih
haras berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pclaksanaan Pemilihan.

BAB V
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 14

(1) Setelah pclaksanaan Pemilihan Anggota Maujana Nagori selesai, Pangulu membuat dan
menanda tangani serta membacakan Berita Acara Pemilihan.

(2) Dalam hal Pemilihan Anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini , maka untuk menetepkan calon teipiHh Pangulu Menetapkannya dalam Keputusan
Pangulu dilengkapi dengan Berita Acara PemiHhan.

(3) Keputusan Pangulu sebagaiamna dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada
Kepata Daerah dan tembusannya kepada Camat

1

BAB VI
PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 13

(1) Hasil Pemilihan Anggota Maujana Nagori dan bentuk kepengurusan Maujana Nagori
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Pcraturan daerah ini disahkan oleh Kepala Daerah
dengan mcnerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang penggngkatan sebagai Anggota
Maujana Nagori.

(2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bcrlaku sejak tanggal
Pclantikan.

(3) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Anggota Maujana Nagori pada saat pclantikan
diberikan petikan dan Keputusan Kepala Daerah.

4
I -
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(4) Anggota Maujana Nagori yang bersangkutan dilantik oich Kcpala Dacrah atau pcjabat

dihunjuk.

(5) Pada saat Pelantikan sebagaiamna dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini Anggota Maujana
Nagori yang bersangkutan bersumpah dan atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan
Kcpala dacrah atau pejabal yang dihunjuk unluk ilu dan dihadiri oich Iungkal Nagori dan
Pemuka-peimika Masyarakat Nagori setcmpat.

Pasal 16

(1) Pelantikan Anggota Maujana Nagori dilaksanakan tepat pada afchir masa keanggotaan
Maujana Nagori yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggai pelandkan .

(2) Apabila pcktksaiiaan Pclaniikan Anggota Maujana Nagoii jaiuli pada tiaii libut, inaka
pelantikan dilaksanakan pada hari keija berikutnya atau sehari sebelunt hari libur.

Pasal 17

(1) Anggota Maujana Nagori adalah mereka yang diresnukan keanggotaannya melalui
Sumpah/'Janji oich Kcpala Dacrah aiau pcjabat yang dihunjuk..

(2)Anggota Maujana Nagori yang belum diamfcii aunipah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini dan Anggota Maujana Nagori pcngganti antar waktu diambil sumpah/jai\ji oich
Kepala Daerah atau Pejabat yang dihuiyuk.

(3)Susunan kata-kata Sumpah/Janji Anggota Maujana Nagori adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/beganji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
selaku anggota Maujana Nagori dengan sebaik-baiknya, scjujui-jujumyu dan seadil-adilnya,
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
Dasar Negara, dan bahwa saya akan mcncgakkan kchidupan Dcmokrasi dan Undang-undang
Dassar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di Nagori, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB vn
TTTOAS DAN WF.WF.NANG. HAK DAN KF.WA.TTRAN MAT LIANA NAGORI

Pasal 18

Dalam menjaiankan Fungsmya Maujana Nagon mempunyai tugas dan wewenang:

a. Membahas rancangan Peraturan Nagori bersama-sama dengan Pangulu.

b. Melaksanakan Pciicakmait dan pcmilihait Pangulu dan kcdudukamiya sebagai Anggota
Panitia Pemilihan Pangulu.

c. Menampung dan menyatuikan aspirasi masyarakat di Nagori yang bersangkutan.

d. Memberikan Pcrtimbangan terhadap calon Tungkat Nagori yaitu unsur staf dan kepala
urusan, unsur petaksana (unisan pamong tani Nagori) dan urusan keamanan serta unsur
wiiayah pembantu Pangulu di wilayah bagian Nagori/Gamol.

A

e. Menilai keterangan Pertanggung jawabau Pangulu.
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f. Menilai pclakaanaan Peraturan Nagori.
g. Menmyampaikan saran/pertimbangan pada Pangulu.

L
Pasal 1?

(1) Hak Maujana Nagori :

a. Mcnjadi Panitia Pctnilihan Pangulu
b. Berbicara dan mengtyukan pendapat dalam rapat Maujana Nagori
c. Menilai Kcterangan Pcrtanggung Jawaban Pangulu.

(1) Kewajiban Maiyana Nagori :

a. Menghadiri Rapat.
b. Malaga kelancanm dan ketertiban jalannya rapat
c. Menarapung dan menyalurkan pendapat masyarakat Nagori.
d. Mcmpcrhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan bcrkombang, adat

istiadat dan kondisi Sotrial budaya dalam masyarakat Nagori.

BAB VIII
LARANGAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 20

Anggota Maujana Nagori dilarang melakukan kcgiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang
mcrugikan kepentingan Negara, Pemerintah Nagori dan Masyarakat Nagori.

BAB IX
MEKAMISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

MAUJANA NAGORI

Pasal 21

(1) Rapat Maujana Nagori diadakan dalam rangka penetapan Peraturan Nagori yang mengatur
mengcnai pungutan Nagori, yang bersifat Inaidcntil, Pemilihan Pangulu, penyamapaian
Pcrtanggung Jawaban Pangulu dan kebyaksm Pangulu latnrvya.

(2) Penentuan waktu rapat Maujana Nagori aekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau
roenurut kebutuhan.

(3) Rapat Maujana Nagori dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Maujana Nagori

(4) Dalam hal Pangulu memberikan Pertanggung jawaban, rapat dipimpin oleh Ketua dan atau
Wakil Ketua dibaniu Sckretaris Maujana Nagori dan dfliadiri oleh Anggota Maujana Nagori,
Tungkat Nagori dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang tidak duduk sebagai Anggota
Maujana Nagori, berfungsi sebagai peniryau. A
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Paul 22

Dalam hai pelaksanaan rapat Maujana Nagori diatur scbagai bcrikut :

a. Scbelum rapat dimulai, setiap anggota Maujana Nagori wajib mcnanda tangard daftar hadiryang telah diaediakan.
b. Rapat dimulai dan dibuka oleh Piiupinan rapat juka daftar hadir telah ditandatangani olehsekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
c. Anggota yang telah mcnanda tangani daftar hadir apabila akan mcrunggalkan ruangsn rapatharus mendapat ijin dari Pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jabumya rapat.

Pasal 23

(1) Pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 hurul b Peraturan Daerali ini belum juga tercapai,
pimpinan mengundurkan rapat paling kuna 1 (satu) jam.

(2) Waktu pengunduran sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini, belum juga tercapai, pimpinan
rapal setelah mengkonsulLasikannya dengan unsur pimpinan Maujana Nagori menenlukanwaktu untuk mengadalcan rapat herikutnya aelamhat-tamhatnya 3 (tiga) hari sctelah rapatpertama.

(3) Apabila moksud ayat (2) pasal ini tidak dapat tercapai maka pimpinan rapat memutuskanmelaniutkan rapat dengan tidak memepertunbangkan jumlah anggota yang hadir.

Pasal 24

(1) Sesudah rapat dibuka , Sekretaris Maujana Nagori/ Anggota Maujana Nagori sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat 4 Peraturan Dacrah ini membacakan
meminta persetujuan oleh Anggota yang hadir.

(2) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, telah disctujui
oleh Anggota yang hadir maka rapat ddanjutkan.

(3) Siisunan acara rapat sebagaimana di maksnd ayat (2) pasal ini dapat dinihah atas persetujuananggota yang hadir.

rapat tmtuk

Pasal 25

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat berkewajiban untuk meqjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas.

(2) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat danpcmbicaraan tidak bolch diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam bataswaktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok permasalalum yang dibahas.
(3) Pembicaraan mengenai sesuatu masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap kccuali rapatmenentukan lain.&

(4) Apabila Pembicaraan telah dilampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksudayat (2) pasal ini Pimpinan rapat harus memperingatkan supaya meugakhiri pembicaraannya.
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Pasal 26

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menentukan jumlah Anggota dalam setiap
lahap dan leiiebih dahulu menealal namanya.

(2) Uratan penibicaraan ditentukan berdasarkan pencatataii sebagaii*ia»vi dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini.

(3) Penibicaraan yang menyimpang dan pokok masaiah yaiv dibaiias i.dak d» j, rkenankan.

(4) Apabila Pembicaraan menyimpang dari poko masaiah yang dibahas, pimpinan rapat
memperingatkan supaya pembicara kembali kepada pokok permasalahan.

|-

Tasal 27

(1) Apabila Pembicara dalam rapat mcmpetgunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan

mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai
dengan Peraiuran Perundang-unuangan yang beriaku, maka pimpinan rapal rnemperingatkan

sitpaya pembicara tertih kembali

(2) Dalam hal tetjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pimpinan rapat memberikan
kesempstan kepada pembicara untuk meralat kembali perkataan perkataan yang
mengakibatkan dia diben penngatan dan jika la mempergunakan kesempatan tersebut maka
perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara dan dianggap tidak pcmah
diucapkan.

(3) Apabila scseoiang pembicara iiuak iiiemenulii peiingaian riiupinan rapal sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Pimpinan rapat menghentikan yang bersangkutan untuk

mcncruskan pcmbicaraannya.

Pasal 28

(1) Dalain keauaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Feraiuran Daerah ini dapal diaiasi
apabila dianggap perln Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 jam setelah

iucndengdi poitunbangan unsui pimpinan Maujana Nagori.

(2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuka kembali, pimpinan
rapat menjetaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.

Pasal 29

(1) Dalam hal Pimpinan rapat bcrpcndapat bahwa pcmfcahasan masaiah tclah dianggap cukup
maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.

(2) Pokok-pokok kesimpulan rapat sebagaimana daiam ayat (1) pasal ini atas dasar
musyawarah mufakat ditetapkan sebagai keputusan rapat. A
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(3) Setalah keputu&an rapat dibacakan Sekrctaris Maujana Nagori sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) paaal ini dan ditenma dalam muayawarah/mufakat raaka rapat Maujana
Nagori dianggap telah selesai untuk selaiyutnya ditetapkan olch Pimpinan rapat.

Paaal 30

(1) Selambai-Iambatnya 3 (dga) hari selesai rapat, Sekretaria Maujana Nagori dan Anggota
Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam paaal 29 ayat (3) Peraturan Dacrah ini
segera menyusun Berita Acara Rapat yang manual :

a. Hari, Tanggal dan tempai rapat
h Acara Rapat
c. Daftar hadiri anggota dan peniiyau rapat
d. Pokok-pokok masalah yang dibahas.
e. Poko-pokok basil pembicaraan para anggota.
f. Pokok-pokok keputusan rapat

(2) Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paaal ini dyadflam dasar
penetapan kebijakan selanjutnya.

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

MAUJANA NAGORI

Paaal 31

(1) Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori yang dituduh dan tenangkut dalam suatu tindak
pidana alas usul Pangulu dapat diberhentikan semcntara.

(2) Pcmberhcntian semcntara ditetapkan Keputusan Kepala Dacrah.

(3) Jika Pimpinan Maujana Nagori dikenakan pcmberhcntian semcntara maka jabatan pimpinan

semcntara dilaksanakan oleh anggota yang diangkat olch Kepala daerah.

(4) Apabila berdasarkan Pemberhcntian dan penyidik umum atau berdasarkan Keputusan
Pengadilan Tingkat Pcrtama dinyatakan bahwa Pimpinan atau anggota yang bersangkutan
tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Pangulu mengusulkan untuk

mencabut Keputusan Kepala daerah tentang Pcmberhcntian sementara.

(5) Apabila berdasaikan Putman pangadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang
dituduhkan sedang pimpinan atau anggota yang bersangkutan melakukan upaya banding,
maka 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud
belum selesai, pangulu mengusulkan agar pimpinan atau anggota yang bersangkutan

diberhentikan.

A
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Pasal 32

Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori herhenti ataii diherhentikan nleh pejahat yang

bcrwenang karena :

a. Meninggal Duaia.
b. Mengajukan beriienti atas permintaan sendiri
c. Berakhir masa keanggotaannya dan tdah ddantik Pimpinan atau Anggota bam.

d. Tidak lagi memenuhi svarat dan atau melanggar Sumnah/Janji

e. Melakukan perbuatan yang bcrtentangan dengan kctcntuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan bcrkembang dalam masyarakat Nagori.

Pasal 33

Pemberhentian Pimpinan atau anggota Maujana Nagori scbagaimana dimaksod dalam pasal 31

dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Panguhi.

Pasal 34

Masa keanggotaan Maujana Nagori adalah 5 (lima) tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah

masa keanggotaannya berakhir.

BAB XI
PENGOANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN MAUJANA NAGORI

Pasal 35

( i ) Penggantian Anggota dan Pimpinan Matyana Nagori antar waktu yang meninggai dunia atau

tidak lagi bertempat tinggal di Nagori yang bcrsangkutan. dilakukan oleh Pangulu setelah

melalui Musyawarah dengan Maujana Nagori
*I
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(2) Dalam hal Pangulu bcrstatus Pcjabat, maka sebagai pcjabat tidak dibenarkan mengadakan
penggandan anggota atau Pimpinan Maujana Nagoii

(3) Penggandan Anggota atau Pimpinan Nagoii sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan
melalui Muayawarah antara pcjabat Panguhi yang bersangkutan bersama Maujana Nagori
dihadiri oleh kalangan Adat, Agaraa, Otganisaai PoHtflc, Gabungan profesi dan uraur pemuka
masyarakat dari Tungkat Nagori.

BAB XU
TERHADAP ANGGOTA MAUJANA NAGORITINDAKAN FENYEDBCAN

Pasal 36

(I) Tindakan penyidflean terfaadap Anggota Maujana Nagori dflakaanakan setelah persetujuan
tertulis dari Kepala Dacrah.

(2)Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Tertangkap tangan mclakukan tindak Pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih; dan

b. Dituduh mclakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;

(3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ddakukan, hal itu hams
dilaporkan kepada Kepala Dacrah sriambat-lambatnya 2 kali 24 jam.

BAB xm
TINDAKAN ADMINISTRATTF TERHADAP ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 37

(1) Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan
Negara, Daerah dan masyarakat Nagoii dikenakan tindakan Administrate berupa teguran,A
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pemberhentian semcntara atau pcmbcrhcntian seauai dengan peraturan perundang-imdangan

yang beriaku.

(2) Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori yang melakukan perbuatan yang bcrtentangan

dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan yang beriaku atau norma-nonna yang hidup

dan berkembang Halam kchidupai masyarakat di Nagori yang bcrsangkutan dapat dikenakan

tindakan administrative berupa tcguran, pcmbcrhcntian sementara dan atau pemberhetrtian

olch pejabat yang berwenang.

Pasal 38

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota Maujana Nagori yang ddak dapat mepjalankan tugas, wcwenang

dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya

sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka penggantiannya di hm\juk olch Kepala

Daerah untuk meiyalan kan hak, wcwenang dan kcwajiban sebagai anggota Maujana Nagori.

(2) Apabila sclama 6 (enam) bulan bcrdasarkan kctcrangan Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai

bahwa anggota atau pimpinan Maujana Nagori dimaksud belum dapat mepjalankan tugas,

wcwenang dan kewajibannya, maka Kepala daerah memberhcntikan yang benangkutan dan

keanggotaannya dan menetapkan anggota Maujana Nagori.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang behrni cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepaqjang mengcnai tchnia

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 40

aDengan beriakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang bcrtentangan

dengan peraturan daerah ini dinyat'kan tidak beriaku lagl
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Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai bcrtaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan Paagundangan Peraturan Daerah
ini dcagan penempatannya dalam I^mbaran Daerah Kabupaten Smahmgita

Ditetaplcan di : Pernatarig Siantaf
Pada tanggal : 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAHI

Persetujuan Dcwan Perwakdan Kakyat Daerah
Kabupaten Simahmgun

Nomor 20/DPKD/2000
Tanggal : 21 Descmbd 2000

Dnindangkan di Pcmatang Siantar
Pads Tanggal : 22 Desember 2000

SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN,

dto ,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI “D” NOMOR 22

a


